
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR !t TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMAKETAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan proses
pemilihan penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip
Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu adanya
pedoman pemaketan jasa konstruksi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Ayat (2)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 3 Ayat
(4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang
Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia, dimana pedoman pemaketan jasa konstruksi
ditetapkan dengan suatu peraturan kepala daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud¢.
dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pedoman Pemaketan Jasa
Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

1

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
= Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.

.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang3.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar
Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 15);

6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMAKETAN JASA KONSTRUKSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna Barang/Jasa.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil,

6.

7.

dan Menengah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

8.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
Pekerjaan Konstruksi.

9.

Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku
usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan
setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan
manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan.
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa
sejenis.
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

BAB II
PEMAKETAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Pasal 2

Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu) miliar rupiah)

(2)

(3)

disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha kecil.
nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya
untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha
menengah; atau
nilai HPS di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha besar.





Pasal 3
Pemaketan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2) dapat
dikerjakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu)
tingkat di atasnya apabila:
(1) Seleksi gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2) yang mendaftar; dan/atau
(2) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan

tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2).

BAB III
PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 4
Pemaketan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) nilai HPS sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan
kualifikasi usaha kecil;

(2) nilai HPS di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan
hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha
menengah; atau

(3) nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan
hanya untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha
besar.

Pasal 5

Pemaketan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) atau Ayat (2) dapat
dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu)
tingkat di atasnya apabila:
(1) Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 Ayat (1) atau Ayat (2) yang mendaftar; dan/atau
(2) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan

tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) atau Ayat (2).

BAB IV
PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 6

Peran serta usaha kecil dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas peran serta usaha

kecil.
(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk

usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang
sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

(4) Nilai paket Pekerjaan Konstruksi paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha
kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.





(5) Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan
mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

(6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan
kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak,
atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki
kemampuan di bidang yang bersangkutan.

BAB V
PEMAKETAN DAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
a. keluaran atau hasil;
b. volume barang/jasa;
c. ketersediaan barang/jasa;
d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
e. ketersediaan anggaran belanja.

Pasal 8

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang

tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil, dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari Tender/Seleksi.

Pasal 9

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan
pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau
persiapan pemilihan Penyedia.

Pasal 10
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau
UKPBJ.

Pasal 11

(1) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan
sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan
pengadaan, yaitu:
a. PA/KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK,
b. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing; dan
c. UKPBJ, dapat mengonsolidasikan paket saat melakukan reviu dokumen

persiapan pengadaan.
(2) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sebelum atau sesudah pengumuman RUP.

(3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada
kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP.

(4) Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan
pemaketan.
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BAB VI
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 12
Standar Dokumen Pemilihan yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia
pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi sebagaimana
termaktub pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang
Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur yang digunakan untuk proses Pengadaan
Barang/Jasa ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 Mei 2019

/gupatt ULUH KOTA,

Sitindangkan di Sarilamak
padatanggal 2 Met 2019 a NDI I

SEK RIS DAERAH
KABUPATE PULUH KOTA
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